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WALI KOTA BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 988 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapakali terakhirdengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

sebagai rincian tindak lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

Bandung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang ... 

 

SALINAN 
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 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

551); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

8.  Undang-Undang ... 
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 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

 12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5351); 

18.  Peraturan ... 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 

Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional; 

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

 25. Peraturan ... 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata 

Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik; 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015; 

 
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 

 30. Peraturan ... 
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30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor ..... Tahun 2017 

tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;   

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016. 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016, terdiri atas:  

1. Pendapatan :   

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.152.755.704.962,00 

 b. Dana Perimbangan Rp. 2.443.763.935.834,00 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 1.088.694.219.133,00 

 Jumlah Pendapatan Rp.    5.685.213.859.929,00 

  

 

 

2. Belanja: 

 a. Belanja Tidak Langsung 

  1) Belanja Pegawai Rp. 2.275.389.581.281,00 

  2) Belanja Bunga Rp.                    0,00 

  3) Belanja Subsidi Rp. 128.532.390.000,00 

  4) Belanja Hibah Rp. 151.250.782.000,00 

  5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00 

  6) Belanja Bagi Hasil  Rp. 0,00 

  7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 900.741.220,00 

  8) Belanja Tidak Terduga Rp. 21.746.900,00 

   

 

 

 

 

 

 

Rp.           2.556.095.241.401,00 

 

 b. Belanja ... 
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 b. Belanja Langsung 

  1) Belanja Pegawai Rp. 264.955.083.903,00 

  2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.755.341.609.077,00 

  3) Belanja Modal Rp. 1.254.021.785.263,00 

   Rp.           3.274.318.478.243,00 

  Jumlah Belanja Rp.           5.830.413.719.644,00 

 Surplus/ (Defisit) Rp.            (145.199.859.715,00) 

   

3.   Pembiayaan:   

 1) Penerimaan Rp. 994.140.890.638,00 

 2) Pengeluaran Rp.      316.812.038.234,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp.    677.328.852.404,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan 

 

Rp.           532.128.992.689,00 

 

 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dan Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran.  

 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Pasal … 
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Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 

 

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 16 Oktober 2017   

WALI KOTA BANDUNG, 

 

TTD. 

 

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 

 

 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 16 Oktober 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

TTD. 

 

                    YOSSI IRIANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 58 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 
 

 
 

H. BAMBANG SUHARI, SH 
NIP. 19650715 198603 1 027 

 

 

 


